BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS

NOMOR : 125 SERI: E

PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 38
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM, HARGA BARANG/
PERLENGKAPAN KANTOR KEBUTUHAN PEMERINTAH, HARGA
BAHAN NON KONSTRUKSI, HARGA BAHAN KONSTRUKSI
DAN ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAHR
KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : 2. bahwa dalam rangka penyvesusian dan penyeragaman
besaran pembiayaan dalam pelaksanaan dan
pengelolaan keuangan daerah serta dalam rangka
pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Nias, maka di butuhkan Standar Bxaya
dalam pelaksanzan dan penggelolaannya;

b. bahwa dengan telah dikeluarkannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

T2/PMK.02/20138 tentang Standar Biays Masuken
Tahun Anggaran 2014 serta untuk mengakomodir
beberapa usulan SKPD terkait penambahan dan
perubahan uraizn jenis dan besaran standar biaya,
perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan

Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Siandar
Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkacan Kantor

Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non Konstruksi,
Harga Bahan Konstruksi dan Analisa Standar Belanja
Pemerintah K: -~ " 1 Nias Tahun Anggaran 2014;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huraf a dan huruf b, perha
menetapkan  Peraturan  Bupati  Nias  tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupat: Nias Nomor
38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga
Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah,
Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan
Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014,

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-
Kabupaten dalam  Lingkungan  Daerah  Propinsi
Sumatera Utara {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor $8, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Jasa
Konstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3833);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupst, Kolusi dan Neponsme (Lemmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keusngan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tzhun 2004 tentang
Perimbangan Keuangain antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



i0.

11.

12,

i4.

15.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

‘Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembatan Negara Republik Indonesia
5049j;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Penyelenggaraan Pembinaan  Jasa Konstruksi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3957},

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Waldil
Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4029};

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
> ]

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan
Lembaran Negara Rep idonesia Nomor 4575);

wd



17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

18.

19.

21.

22.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran WNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Nomor 4578});

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinasn dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota {Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintahh Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Taliun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741};
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana
relah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Presidenn Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2014,

. Peraturan Mented Dalam Negeri Nomor 1 Tabun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/20G14

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomaor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya
Masukan Tahun Anggaran 2014;

5. Peraturan Deerah Kabupaien Nias Nomor 5 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan
yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Nias;



27.

28.
29.
30.
31.
32,
a3

34.

35.

36.

37.

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 6 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Seckretariat
Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Nias;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Daerah Kabupaten Nias;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Nias;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
dan Kelurahan Kabupaten Nias;

Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 10 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias;
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Nias;
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran
2014;

Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014;

Peraturan Bupati Nias Nomor 39 Tahun 2013 tentang -
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dzcrah Kabupaten Nias Tabun Anggaran
2014;

Peraturan Bupati Nias Nomor 25 Tahun 2014 tentang
Pentabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran
2014,

ey



Memperhatikan: 1

Hasil Rapat Tim Kelempok Keria (Pokja) I, 1f, HI, IV

‘dan V' tentang data-data yang berhubungan dalam

Penyusunar  Peratvren  Bupati  Nias  fentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nias Nomor
38 Tahurn 2013 tentang Standar Biaya Umum, Harga
Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah,
Harga Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan
Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014,

Hasil Rapat Tim Penetapan dan Ketua Tim Kelompok
Kerja (Pokja) I, II, III, IV dan V tentang Penytusunan
Perzturan Bupati Nias tentang Perubaghan Kedua atas
Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang
Standar Biaya Umum, Harga Barang/ Perlengkapan
Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan Non
Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi dan Analisa
Standar Belanja Pemerintah Kebupaten Nias Tahun
Anggaran 2014,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 38
TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM, HARGA
BARANG/PERLENGKAPAN KANTOR KEBUTUHAN
PEMERINTAH, HARGA BAHAN NON KONSTRUKSI,
HARGA BAHAN KONSTRUKSI DAN ANALISA STANDAR
BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN
ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pupati Nias Nomor 38 Tahun 2013

tentang Standar

Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor

Kebutithan Pemerintah, Harpa Bahun Non Konstruksi, Harga Bahan
Konstruksl Dan Analisa Standar Belania Pemerintah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias
Nomor 11 Tahun 2014 ientang Perubahan atas Peratwan Bupati Nias
Momur 38 Tahun 2013, diubah sebagat berikut ;



{1} Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Angka 1 yaitu Lampiran | tentang Standar

Biaya Umurn diubah sebagai berikut:

a. Penambahan Uraian Jenis Standar Biaya dan Penjelasan
sehagaimana divraikan cada Lampiran [ (&) angka 1 Peraturan Bupat:
Niag ini.

b Uraian .Jenis dan Besaran Standar Biaya No.6 tentang Honorarium
Pengelots Aplikasi Sistim Intormasi Pengelolaan Keuangan Dasrai
{SIPED} diubah sebagamnana diuratkan pada Lampivan 1 {A} angka 2
Peraturan Bupati Nias ini.

i3 Lampirsn [ {A} angke 1 den 2 schageimana dimsksud pada ayat (1)
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan

Bupati Nias ini.

Pasal il

Uraian jenis Standar Biaya yang belum tertuang pada Peraturan Bupati Nias
ini tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013
tentang Standar Biaya Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor
Kebutuhan Pemierintah, Harga Bahan Nen Konstruksi, Harga Bahan
Konstruksi dan Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun
Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias
Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biayva Umum, Harga
Barang/ Petlengkapon Kanfor Kebuduhan Pernerintab, Harga Bahan Nomn
Konstruksi, Harga Bahan Konsiruksi dan Analisa Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014,

Pasal Il

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nias, akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias.

Pasal IV

Peraturan Bupati Nias Nowmor 38 Tahun 2013 fentang Standar Biaya Umurs,
Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga Bahan
Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi Dan Analisa Standar Belanja
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Berita Daersh
Kabupaten Nias Tahun 2013 Nomor 218 Seri : E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 11 Tahun 2014 tentang perubahan
atas Peraturan Bupati Nias Nomor 38 Tahun 2013 tentang Standar Biaya
Umum, Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah, Harga
Bahan Non Konstruksi, Harga Bahan Konstruksi Dan Analisa Standar
Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah
Kabupaten Nias Tahun 2014 Nomor i1 Seri : E}, dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Nias ini.



Pasal V
Peraturan Bupati Nias ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan peagundangan

Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan

pada tanggal 11 Nopember 2014
BUPATI RIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 11 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH wUPAT“ NIAS,
” ~

BERITA DAERAE KABUPATEN NIAS TAHUN 2014 NOMOR : 125 SERI:E

(841



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KIAS

NOMOR : 29 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 NOPEMBER 2014
TENYANG : RENCANA AKSI DAERAH
PEMBERANTASAN RORUPSI
PEMERINTAH KABUPATEN
RIAS TAHUN 2014-2016
R B S T e I TN I A ey, e T
i BIAYA
NC URAIAN SATUAN: PERUBAHAN | KET.
A - . .| TAMUN 2014
= IS I, 3 4 5
A, BELANJA PEGAWAX
1. URAIAI! TAHBAHA.R STAHDAR BIAYA UMUM :
I HONORARIUH PENGELOLA JASA RONSTRUKBEI :
DIRERSI TEKNIS :
1 }Nilai pagu dana s.d. Rp, 100 Juta OB 310,000
Nl paga—dana di atas E; 100 Juta s.d| ‘ ]
8 Mh2 Rp. 250 Juta OB 360,000
- |Nilai pagu dana di atas Rp 250 Juta s.d
3 Rp. 500 Juta OB 1 420,083
1 Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d AR 480,600
__iRp. 1 Mitar I e
- [Nilai pagua u dana di atas Rp 1 Milsr s.d |
. -o Rp. 2,5 Miliar w-?B 550,000
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d
- 6 Rp. 5 Mili 4OB 620,000
7 Nilai pagu dana di atas Rp. S Miliar s.d OB 690,000
Rp. 10 Miliar ﬂ_
3 Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miiiar s.d OB 860,000
Rp. 25 Miliar DA RN
Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d
?_[Rp. 50 Miliar 0 s 0 WOt
10 Nilai pagu dana ¢i atas Rp. 50 Miliar s.d_ OB 1,200,000
Rp. 75 Miliar
11 |Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d
Rp. 100 Miliar B 1,380,600
1 12 |Nilai pagl dena di aias Rp. 100 Miliar 6.
Rp. 250 Miliar OB 1,630,000
- - —
13 {Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d
Rp. 500 Miliar CB 1,890,000
" 114 |Nilai pagn dana di atas Rp. 500 Miliar 5.4 ,_Mv_._‘,,m.mi,._.-. ﬂﬂﬂﬂﬂ
Rp. 750 Miliar OB 2,140,000
15 [Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d
] Rp. 1 Triliun OB 2,400,000
| EC SRR O L s e S e B

=
3




BIAYA
NO URAIAN SATUAN| PERUBAHAN | KET.
e .| TAHUN 2014 |
1 2. 2 4 1.5
o -1 ]
b. [PENGAWAS LAPANGAN :
t [Nilai pagn dana s, d, Rp. 106G Jata o8 264,700
Nilai pagu dana d; atas Rp. (00 Jula s.d ’ R
= Rp, 250 Juta o Oi _ o
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d ¢
- '73 Rp. 500 Juta ‘ ) 0B 37(),7‘)?‘(1
Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d
B 4 Rp. | Miliar OB .,_‘_‘,3.9'000
Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d
> |Rp. 2.5 Miliar e
Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d
© Rp. 5 Miliar 0B 570,000
~ |Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d
" IRp. 10 Miliar o 649,600
Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Mikar s.d ;
Rp. 25 Miliar = A
9 |Nilei pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d
Rp. 50 Miliar i i i
10 {Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d OB 1,150,000
= Rp. 75 Miliar _ )
1) 48 IR ; . e
© " INilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d 3
Rp. 100 Miliar X 1,530,000
ERRE V] . e
Nilai pagu dana di ates Rp. 100 Miliar s.d
Rp. 250 Miliar 08 Eietl 000
13 | L —
Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d
Rp. 500 Miliar 28 Eacton
20 [ : - ) R
i Niled pagu dana di aias Rp. 500 Miliar s d
Rp. 750 Miliar hE 520,000
15 Lo : -
Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d
Rp. 1 Triliun OB 2,350,000
c. [TIM PENDUKUNG PADA PELAKSANAAN T
PEKERJAAN KONSTRUKSI : (Juru
Gambar/Jura Pemetaan/Jure
Agenda/Petugas Pengelola dan Entyi
Data/Petugas Laboratorium Pengendalian
.. |Mutu) : o ]
Tingkat Pendidikan :
: lSLTA/SNiK/Sedemjat 0B 1,500,000




BIAYA
NO URAIAN SATUAN| PERUBAHAN KET.
.| TARUN 2014 |
1 , 2.8 # s
2 Sar]ana Muda/Dxploma IH OB l 800 000
3 [Sarjana Straa batu (b A} 0B _’,,zt)uﬂOO«J
4 |Sarjana Strata Dua (S-H) 0B 2,500,000
Penjelagan
a. |Honorarium Direksi Teknis
Honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat oleh Pengguna Anggaran {PA)/Kuasa
Pengguna Anggaran {(KPA) Barang/Jasa, yang
bertanggungjawab penuh  atas  seluruh
pelaksanaan pekerjaan fisik serta
melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan
mengarahkan  pengawasan  feknis  vang
dilaksanakan oleh Pengawas
Lapangan/Konsultan Pengawas.
b. {Honorarium Pengawas Lapangan
Honorarium kepada Pegawai Negeri Sipil yang
diangkat oleh Pengguna Anggaran {PA]/Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA) Barang/Jasa, yang
bertanggungjawab penuh atas seluruh
pelaksanaan pekerjaan fisik serta
melaksanakan pengawasan, petneriksaan dan
mengarahkar: penyedia jasa/kontraktor dalam
pelaksanaan pekerjaan fisik.
¢. |Honorarium Tim Pendukung Pada
Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai
Negeri Sipil yang diangkat sesuai dengan
tugas dan fungsinya oleh Pengguna Anggaran
{PA)/Kuasa Pengguna Anggaran {KPAj atas
- persetujuan Bupati.
II.. HONORARIUM PETUGAS ALAT BERAT: |
1 [Mekanik Alat Berat OB 5,000,000
2 |Pembantu Mekanik Alat Berat OB 3,500,000
3_|Operator Alat Berat OB 2,000,000
4 {Pembantu Operator Alat Berat OB 1,500,000
Penjelasan ;
Honorarium Petugas Alat Berat 1
Honorarium diberikan kepada Non | Pegawal Negeri
Sipil yang diangkat sesuai dengan tugas dan
fungsinya oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
__|Pengguna Anggaran (KPA) atas persetujuan Bupati.




BIAYA
NO URAIAN SATUAN| PERUBAHAN | KET
_ TAHUN 2014 |
1 . 2 3 4 a5
IN.JHONORARIUE MEDIS/PARAMEDIS PEGAWAL
TIDAK TETAP (PTT) ;
1 {Dokter/ Dokter Gigi PTT OB L.900.006
Penjelasan :
Honorarium diberikan kepada Dokter/Dokter Gigi
Pegawai Tidak Tetap (PTT} yang diangkat sesuai
dengan tugas dan fungsinya oleh
Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota yang
ditempatkan di daerah terpencil/sangat terpencil
dan mengabdi serta bertugas penuh dalam
pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
IV.HONORARIUM PENGELOLAOBAT: | .\ |
1 [Petugas Pengelola Obat Puskesmas 0B | 200,000
Penjelasan ; ’
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
vang diangkat sesual dengan fugas dan fungsinya
oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA).
v HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH
‘'DAERAH :
- |Pembina 0B 2,250,000
- _{Wakil Pembina N 9):] 2,100,000
- |Ketua OB 2,000,000
- |Wakil Ketua 0B 1,900,000
- |Sekretaris OB 1,800,000
- |Wakil Sekretaris a3 1,700,000
- _{Ketua Pokja OB 1,600,000
- _|Anggota Pokja OB 1,500,000}
-_[Sekretariat Tim OB 1,500,000
Penjelasan :
Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinya
berdasarkan surat keputusan Bupati.




BIAYA

KO URAIAN SATUAN | PERUBAHAN KET.
| TAHUN 2014 o
1 2 3 1 4 5
Vi HONORARIUM PERANGKAT UNIT LAYANAR
“IPENGADAAN : e R
1 JKetua OB 1,000,000
2 |Sekretaris OB 750,000 ;
3 |{Tim Pendukung B 350,000
Penjelasan :
Honorarium diberikan kepada Pegawai Neger: Sipil
vang diangkat sesuai dengan tugas dan fungsinva
berdasarkan surat keputusan Bupati. !
by URAIAN PERUBAHAN HARGA STANDAR BIAYA
T |UMUM :
I..HONORARIUM PENGELOLA APLIKAS] SISTIM .
INFORMASI PENGELOLAAR KEUANGAN
DAERAH {SIPKD): ] R _
a. |Koordinator Admin OB 1,250,000
b. |Admin SIPKD OB 1,000,000
| e |Operator SIPKD OB 350,000
E,«»-_ el e e e s st B e LT PO A wiad T2 S — B B e b o L D TN < i Sy s e e e e A
I HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN :
a. H’ang ditetapkan cleh Bupati:
1 [Pembina OR 1,500,000
2 |Wakil Pembina OB 1,250,000
3 |Pengarah OB 1,000,000
4 [Penanggungjawab OB 1,250,000
5 |[Ketua 0B 1,000,000
6 Wakil Ketua OB 850,000
T Bekretarls OB v %f) 000
8 |Anggota OB 7 50 OOO
G SL Kretariat OB SQU 000
B Yang dntetapkan oleh Pengguna Anggaran
; {PA}/ Kuasa Pengguna Angg.«rm (!G'Aj ?
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Pengaah ____ ~
_|Penanggungjawab i

LORRE.
_..500,000_|
450,000

Ketua

400,000 _|

—

Wakil Ketva

Sekretaris

350,000

Anggota

- VT TENERITNY P

Sekretarial

Penjelasan :

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau Non
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas untuk
melaksanakan  kegiatan  berdasarkan  surat
keputusan Bupati, Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa
PFengguna Anggaran (KPA).

Ketentuan pcmbe‘ntukan tim adalah sebagei
berikut:

n

a. IMempunys: keluaran jelas dan terukur,
b. {Bersifat koordinatif yang meagharuskan
untuk mengikutsertakan eselon II lainnya.

Bersifat temporer, pelaksanaannya periu
" |diprioritaskan. _

¢
@ IMerupakan perengkapan fungsi atau tugas
terteatu hegi pejabat negarafpegawal 1wegect

sipil disampiog Yugas pokoknya sehari-hari,

Dilakukan secara selektif, efektif dan efesien.

i

Pemberian honorarium tim dengan satuan
Orang/Triwulan dan Orang/Semester dapat
diberikan maksimal 150% (seratus lima puluh

persen) dari biava satuan Orang/Bulan.

SEXKRETARIS DAERAH UPATEN NIAS,

8 LAROSA

BUPATI NIAS,
ttd

SOKHIATULO LAOLI



